BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/566 /Kpts/BPT-PS/2017 vara,
o | %on,
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa perkembangan jumlah, penyebaran, skala maupun
merupakan penentu utama
kerja,

usaha
penciptaan lapangan

‘,‘ Menimbang : 2
efisiensi  kegiatan
pertumbuhan ekonomi,

pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

b. bahwa kegiatan usaha masih banyak mengalami

permasalahan dan kendala-kendala, yang menghambat

kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, antara lain
masalah pertanahan, keamanan, tenaga kerja, lingkungan
regulasi, kebijakan dan lain

pelayanan birokrasi,
lambatnya pelaksanaan

hidup,
sebagainya yang menyebabkan
kegiatan berusaha.

permasalahan dan upaya

c. bahwa upaya penyelesaian
percepatan palaksanaan berusaha, perlu di lakukan dengan

membentuk Satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan

Bupati Pesisir Selatan tentang pembentukan Satuan Tugas
Percepatan Berusaha di Kabupaten Pesisir Selatan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan —

Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah
(Lembaran Negara Republik

Propinsi Sumatera Tengah
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.

Nomor 21 Tahun 1957, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77, Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

—

Mengingat

Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Sk

i
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1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888 ), sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Negara Republik Indonesia Nomor

iy

Tambahan Lembaran
4412);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 ’
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.7
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

tentang Perseroan

Nomor 4756 ),
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'7
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724 ),
tentang Pajak dan

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Retribusi Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

5587 ),
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Th 2014 No. 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No 5589 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin

Lingkungah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5285 );
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Dalftar

Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan di bidang penanaman modal, di ubah
menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, terakhir

menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 :

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan
pelaksanaan berusaha ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 nomor 210 );
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142 Kep}ltusan P.residen Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim
Nasmntal Peningkatan Ekspor dan peningkatan Investasi
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor

28 tahun 2010;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang izin Lokasi;

15. Keputusan Menteri Perindustrian No.41/M-IND/Per/6/2008,
tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha
Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
6 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan
Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang
Penanaman Modal ;

17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan

Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Izin lokasi dan Izin

Perubahan Penggunaan Tanah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara pengendalian

>

pelaksanaan penanaman modal,
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Tara Perizinan dan

Fasilitas Penanaman Modal ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Pesisir

Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan
Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017

f]

¥
/

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017.
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MEMUTUSKAN :
Pelaksanaan Berusaha

netapkan :
ESATU Membentuk Satuan Tugas Percepatan
Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusana Bupati ini.
KEDUA Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas sebagai berikut :
desk) dan pusat informasi

a. Membentuk layanan pengaduan (help

(call center);

Melakukan inventarisasi (stock opname) atas s

berusaha yang menjadi kewenangan kabupate

vang diperfukan oleh kementerian/lembaga dan pemeri

provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;

Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh
ng menjadi kewenangan kabupaten dan

C.
perizinan berusaha ya
perlukan oleh kementerian/lembaga dan
belum selesai;

perizinan yang di
veng telah diajukan dan
berusaha yang

pemerintah provinsi
inventarisasi seluruh perizinan
inan yang di perlukan

d. Melakukan
menjadi kewenangan kabupaten dan periz
oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;

e. Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang

penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian
dan penggunaan data

mencakup:
perizinan, percepatan waktu penyelesaian,
g disampaikan oleh pelaku

sharing atas dokumen perizinan yan
usaha;
erusah yang baru dengan

f~ Melakukan pelayanan perizinan b
menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);

g. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang

eluruh perizinan
n dan perizinan
ntah

b.

mencakup:
i). Menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan
daerah dan  peraturan/keputusan kepala  daerah)

berdasarkan hasil evaluasi; dan
2). Menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan

an usulan perubahan atas undang-

h. Menyusun dan menyampaik
undang , peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau
kepada Menteri

keputusan presiden yang menghambat
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
i. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka
penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online
(Online Single Submission);
Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam
rangka penerapan perizinan melalui Online Single Submission;

sebelumnya

- I
Oriiail fia:ui,‘awu

- dan
k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan ped
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AN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
R 1900] skt |Kpts.BPT- PS/2017.
(GAL 28 Desember 2017.

ATGAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN §
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAI—IS'\1 :

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2

A, 1. Ketua . Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Ketua Harian : Asisten Perekonomxan. d'an Pembangunan
Setda. Kabupaten Pesisir Selatan.' :
- Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

. Kepala Dinas Penanaman Modal .P.elayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

1. Waka Harian
1. Sekretaris

B. Desk Subsektor Kesehatan

I. Ketua

. Kepala Dinas Ke
1L Anggota .

sehatan Kabupaten Pesisir Selatan i
1. Sekretaris Dipag Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan

2. Para Kepala Bidang
Kabupaten Pesisir Selatan

C. Desk Subsektor Pekerjaan Umum dap

Pada Dinag Kesehatan

Perumahan Rakyat,

® Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak
L Ketua K ]
epala Dinag Sosial Pemp
Pertirags mberdayaan Perempuan d
= gan Angk Kabu o8
Anggota Se retaris Dinag osg:fe fniiljg ‘S alet
an erliaa..
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; idup Kabupaten
: ' Lingkungan Hi
; Sekretaris Dinas
2. Anggota : L

2. Para s

Kabupaten Pesisir Selatan.
G. Desk Subsektor Perhubungan.

esisir Selatan.
i ' an Kabupaten Pesisir s
K nas Perhubungan S
Yo ?e%&;‘:r‘zlaris Dinas Perhubungan Kabup
T | s i Dinas Perhubungan
2. Para Kepala Bidang pada
; Kabupaten Pesisir Selatan.
H. Desk Subsektor Kominfo. | e
1. Ket : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
. Ketua : |
Pesisir Selatan. . ‘ o
2. Anggota ¢ 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan

bupaten Pesisir Selatan. . ) i
2 IIJ(;ra pKepaIa Bidang pada} Dinas Komunikasi
\ Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

I. Desk Subsektor Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

l. Ketua Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Pesisir Selatan.

il Selgretan’s Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kébupaten Pesisir Selatan.

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Anggota

1. Ketua Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Anggota 1. Sekretaris Dinas

Kepala Dinag Peternakan ¢
Kabupaten Pesisir Selatan,

: 2. Anggota * 1. Sekretaris Dingg Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan,

2. Para Kepala Bidang Dinas Petern

Hewan Kabupaten Pesisir Selat

an Kesehatan Hewan

akan dan Kesehatan
an.

L. Desk Subsektor Perikanan

1. Ketua : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan,
2. Anggota © 1. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir
Selatan.
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten
Pesisir Selatan,
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Ketua

1

) ,\nm{om

(

1. Ketua

i 2. Anggota

p. Desk Subsektor Pend
Kepala Dinas Pend

y Desk Su bsek

: tda
Politlk
gsa dan a
b sa
angP? uan Bang
- an eedc Kesatuarx
ala apnlat an-
:%:ﬁf’““‘ H(lq B g:rfl’es r Sela
Kepa ™ abupAt o
P i serda B Cengemban® | s
poli " Jitia da - elltlagln
1, % . 1at .
or perencan®®’ rencan:t pe elitian dan
S 5 h an, S 1 .
(epa ana ’
: [:Tlngcrlnbﬂng” dan I’tl)(il pe - ai;’n
), sekretart rah K& adan Kabup2
" pengemba 154] dang Lt Dae
g KePE em
2. B elitian d RERS
Psqiqir gelatan R
si ~
& aten
tor Pengelola Keuangall: 5 o Kabup
E Keuarl
Kepala Badan pengelola i Daeah
" Ppesisir SelaFan. o pengelola Keu
kretaris ac N =
18 EZbupaten Pesisir Selazﬁ: S engciols Keuang
% “ “ : ’ n a &
i s Kf{pcgapilti(rll Igezisir Selatan.
Daeah Kabu
idikan dan Kebudayaan
paten

idikan dan Kebudayaan Kabu

o " Ppesisir Selatan.
2. Anggota 1. Sekretaris Dinas'Pgn?ict:likan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan. ) et
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
s Q. Desk Subsektor Supporting Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta
Investasi.
1. Ketua Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Anggota 1. Kepala 'Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan dan
Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kepala Dinas Tena i 3
, ga Kerja dan Tran i
Kabupaten Pesisir Selatan. e
3. Kepala Dinas P
engelolaan Sumb i
Kabupaten Pesisir Selatan. g e A
4. Kepala Dinas P i
ekerjaan Umum g
it an P
Kabupaten Pesisir Selatan e
S. Kepala Din '
as Lingky :
Selatan. g¥ungan Hidup Kabupaten Pesisir
6. Kepala Dji
nas Koperasi, Peri :
Perdagangan Kabupater erindustrian, UMKM dan
- paten Pesisir Selatan
. Kepala Bagian Perekonomj :
lan  Setda Kab.Pesisir

Selatan.

Scanned by CamScanner



Desk Subse;{ntOr SuPpOrting I Te
R. Y=~ pelaporas:
dan

. Ketu®

ota.
2. Kabupaten

11

1.
Lo

I\:(‘I"lLI i A ”“l(nvv««,‘ r‘-,‘ o Dan Non

l\{llnll,““_”
' K(‘D:llu i,

[)PMPI"T

Kepal

Kepala Badan Perencang
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- Sir ¢
a .
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l(holngi Informasi,

Kepala Dinag Komunikasi dan

Pesisir Selatan.

anan Peyt

Mocizy|

dan K"rp;

u'l;\iun.
Ipaten Pesisiy
Pr()mosi,

an Daergh Penelitian
aten Pesisir Selatan

Modai Pel

AYanan
)
Pesisi Selg

‘tan,

NSIr S '
Clatan

\”"«H".’\';::P

Sama lrwf:.sta'\'\

i‘)«:\;it_an‘

L & e
Pcre‘:ncanaan i~ >

dan

Informasi

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Pesisir

Selatan.

Kepala Bidang Promosi dan Kerja sama Investasi
DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan.

Kasubag. Perencanaan dan Keuangan DPMPPTSP

Kabupaten Pesisir Selatan.

S. Desk Subsektor Supporting III Pengawasan dan Penegakan Hukum.

1. Ketua.

2. Anggota

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Il

2.

Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Setda

Kab.Pesisir Selatan.

Kepala Unit Kriminal Khusus Polres Pesisir

Selatan.

Kabag Hukum dan Hak Azasi Manusia Setda

Kab.Pesisir Selatan.

Para Irban pada Inspe
Pesisir Selatan.

drat Daerah Kabupaten
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